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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA 

DESA SURUH
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6TAHUN 2020

	TENTANG 	
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SURUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA,

Menimbang	:a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di LingkunganPemerintahDesaSuruhKecamatanTasikmaduKabupatenKaranganyar, makaperludiaturPedomanPengelolaan dan PelayananInformasi dan Dokumentasi;
	     b. bahwauntukmaksudtersebut, perlumembentukPeraturanDesatentangPedomanPengelolaandanPelayananInformasi dan Dokumentasi;
	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang                                           Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5234);       
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang     Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang        Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi PublikDesa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24 ).



DenganKesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA 
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:	PERATURAN DESATENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA  
		




BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
1. DesaadalahDesaKecamatanTasikmadu KabupatenKaranganyar yang merupakankesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas wilayah yang berwenanguntukmengatur dan mengurusurusanpemerintahan, kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat, hakasalusul, dan/atauhaktradisional yang diakui dan dihormatidalamsistempemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
2. PemerintahDesaadalahKepalaDesadibantuPerangkatDesasebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDesa.
3. PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahan dan kepentinganmasyarakatsetempatdalamsistemPemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia. 
4. KepalaDesaatauPenjabatKepalaDesaadalahseorangpejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenanguntukmelaksanakanhak, wewenang dan kewajibanKepalaDesadalamkurunwaktutertentu. 
5. Badan PublikadalahPemerintahDesa, dan badan lain, yang fungsi dan tugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraanPemerintahDesa, yang sebagian dan/atauseluruhdananyabersumberdariAnggaranpendapatan dan belanjaDesa. 
6. Informasiadalahketeranganpernyataangagasan dan tandatanda yang mengandungnilaimakna dan pesanbaik data, faktamaupunpenjelasan yang dapatdilihat, di dengar dan dibaca yang dsajikandalamberbagaikemasan dan format sesuaidenganperkembangantekhnologiInfomasi dan Komunikasisecaraelektronikmaupunnonelektronik. 
7. Informasipublikadalahinformasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim dan atauditerima oleh suatu badan Publik yang berkaitandenganpenyelenggaraan Negara dan atauPenyelenggaraan Badan Publiklainya yang sesuaidenganundangundanginisertaInformasi yang berkaitandengankeperntinganpublik; 
8. SengketainformasiPublikadalahsengketa yang terjadiantara badan publik, dan penggunainfomrasipublik  yangberkaitandenganhakmemperoleh dan menggunakaninformasiberdasarkanperundangunangan; 
9. PejabatpengelolaInformasi dan DokumentasiadalahPejabat yang bertanggungjawabdidalampenyimpanan, pendokumentasianpenyediaan dan /ataupelayananInformasi di Badan Publik; 
10. Pengelolaaninformasiadalahkegiatanpejabatpengelolainformasi dan dokumentasidalampenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ataupelayananinformasikepada badan publik dan penggunainformasi. 
11. PejabatPengelolaInformasi dan DokumentasiDesaselanjutnyadisebutPPIDDesaadalahPejabat yang bertanggungjawabdibidangpenyimpananpendokumentasian, penyediaan dan/ataupelayananinformasisebagaimanadimaksud pada  PeraturanDesaini. 
12. PenggunaInformasiPublikadalah orang yang menggunakaninformasipubliksebagaimanadiaturdalamundang-undang; 
13. PemohonInformasipublikadalahwaarga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukanpermintaaninformasipubliksebagaimanadiaturdalamundangundang;  
14. Aksesinformasiadalahkemudahan yang diberikanseseorangataumasyarakatuntukmemperolehinformasipublik yang dibutuhkan. 
15. PengelolaanDokumentasiadalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajiandokumentasisecarasistimatis. 
16. Badan PermusyawaratanDesa yang selanjutnyadisebut BPDadalahlembaga yang merupakanperwujudandemokrasidalampenyelenggaraanPemerintahanDesasebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDesa. 
17. PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahan dan kepentinganmasyarakatsetempatdalamsistemPemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia. 
18. PeraturanDesaadalahPeraturanPerundang-undanganyang ditetapkanolahKepalaDesasetelahdibahas dan disepakatibersama Badan PermusyawaratanDesa. 
19. PerangkatDesaadalahseseorang yang diangkatKepalaDesa dan mempunyaitugasmembantuKepalaDesadalammelaksanakantugas dan wewenangnya.  
20. AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa, selanjutnyadisingkatAPBDesaadalahkeuangantahunanPemerintahanDesa yang ditetapkandenganPeraturanDesa. 

BAB  II
Ruang Lingkup

Pasal  2
PengelolaanInformasi dan dokumentasiDesa yang meliputipenjelasanmengenaipenyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayananinformasipublikdilingkunganPemerintahDesa.   

BAB III 
Maksud dan Tujuan

Pasal 3 
1. PeraturanDesainidibentukdenganmaksudsebagaiacuanPemerintahDesadalampenyediaanpengumpulan, pendokumentasian dan pelayananinformasisertapenetapanPPIDDesa.
2. PeraturanDesainidisusundengantujuanantara lain : 
a. Badan publikmampumenyediakan, mengumpulkan dan menyampaikaninformasitentangkegiatan dan unikprodukkerjanyasecaraakurat dan tidakmenyesatkan.  
b. Badan publikmampumenyediakan, mengumpulkan, dan menyampaikanbahan dan produkinformasisecaratepat, cepat dan akuratwaktu. 
c. PPIDDesamampumemberikanpelayananInformasisecaracepattepat, dan akuratwaktu. 
d. MendorongmasyarakatDesagunapedulidenganinformasi dan DokumentasiDesasehinggamasyarakatikutberperandalampengawasanterhadapkinerjaPemerintahanDesa. 

BAB IV 
Pedoman dan PengelolaanInformasi dan DokumentasiDesa
Pasal 4 
DalamrangkamenyelengarakanpelayananinformasipublikdilingkunganPemerintahDesa, dalamperaturanDesainiditetapkanpedomanpengelolaaninformasi dan dokumentasiDesadilingkunganpemerintahDesa. 
Pedomanpengelolaandan pelayananinformasi dan DokumentasiDesameliputi :
a. Mengelolainformasidengancepat, tepat, dan efisien
b. Bisa dipertanggungjawabkan dan tidakmenyimpangdenganperaturanDesaini. 
c. PedomanlebihlanjutmengenaiPengelolaaninformasi dan Dokumentasidesadiaturlebihrinci pada PeraturanKepalaDesa. 

Pasal 5
PedomansebagimanadimaksuddalamPasal 4, wajibdilaksanakan oleh Lembaga  DesadilingkunganPemerintahDesa, dalampengelolaan dan penyediaaninformasipublik, Dokumentasi dan arsip, pelayananinformasipublik, penangananpengaduan dan penyelesaiansengketainformasi. 
BAB V
PENGKLASIFIKASI INFORMASI

Bagian Kesatu
Informasi yang WajibDisediakan dan Diumumkan
SecaraBerkala

Pasal 6
1. PemerintahDesawajibmengumumkansecaraberkalainformasiPublikDesayang paling sedikitterdiriatas: 
a. ProfilPemerintahDesa yang berisikanalamat, tugas dan fungsi, strukturorganisasi, dan profilsingkatpejabat; 
b. Matriks program dan kegiatan yang sedangdijalankan yang meliputinama program/kegiatan, jadwalwaktupelaksanaan, penanggungjawabsumber dan besarananggaran;
c. Matriks program masukDesa yang meliputi program dariPemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke-3 (tiga) serta data penerimabantuan program
d. DokumenRencana Pembangunan JangkaMenengahDesa, RencanaKerjaPemerintahDesa dan Daftar UsulanRencanaKerjaPemerintah dan AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa;
e. PeraturanDesatantangAnggaranPendapatan dan BelanjaDesatahunberjalan;
a. Laporan Kinerja PemerintahDesa; 
f. LaporankeuanganDesa; 
g. Daftar peraturan dan rancanganperaturanPemerintahDesa; dan
h. Informasitentanghak dan tata caramendapatkaninformasiPublikDesa.
2. Pengumumansecaraberkalasebagaimanadimaksudayat (1) dilakukan palinglambat 1 (satu) kali dalamsetahun.
3. KewajibanmenyebarluaskanInformasipubliksebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikandengancara yang mudahdijangkau oleh masyarakat dan dalambahasa yang mudahdipahami. 
4. Cara-carasebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditentukanlebihlanjut oleh PPIDDesa. 

Bagian Kedua
Informasi yang WajibDiumumkan Serta merta

Pasal 7 
1. PemerintahDesawajibmengumumkansertamertasuatuInformasi yang dapatmengancamhajathidup orang banyak dan ketertibanumum paling sedikitmemuatinformasitentangbecanaalam, non bencanaalamsepertipencemaranlingkungan, bencanasosialsepertikerusuhan, konfliksosialatauteror, wabahpenyakitmenular,racun pada bahanmakanan yang dikonsumsimasyarakat dan gangguanterhadaputilitaspublik.
2. InformasiPublikDesa yang WajibDiumumkanSecaraMertadiumumkan paling sedikit pada papanpengumumanDesa dan/atau media lain yang lazimdigunakan dan dijangkaudenganmudah oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Informasi yang WajibTersediaSetiapSaat

Pasal 8
PemerintahDesa dan/atau badan publikwajibmenyediakaninformasipubliksetiapsaat yang meliputi :
a. Daftar InformasiPublikDesayang beradadibawahpengawasanPemerintahDesa, tidaktermasukinformasi yang dikecualikan. 
b. InformasitentangPeraturanDesa, Peraturan Bersama KepalaDesa, PeraturanKepalaDesadan Keputusan BPD. 
c. Seluruhdokumen yang termasukInformasiPublikDesaBerkala;
d. ProfillengkapKepalaDesa dan PerangkatDesa;
e. ProfilDesa;
f. Surat PerjanjianPemerintahDesadenganpihakketiga;
g. Surat menyuratpimpinanataupejabatPemerintahDesadalamrangkapelaksanaantugaspokok dan fungsinya;
h. Data perbendaharaanatauinventris;
i. Informasimengenai proses dan penetapanpemilihankepaladesa;
j. Berita acara hasilmusyawarah Badan PermusyawaratanDesa,  MusyawarahDesa, dan MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa;
k. Informasimengenaipelayananinformasipublik yang dilaksanakan;
l. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atauPembubaran BUM Desa;
m. Anggaran Dasar dan AnggaranRumahTangga BUM Desa; dan
n. StandarOperasionalProsedurPengelolaan BUM Desa’
o. LaporanmengenaipelayananaksesinformasipubliksebagaimanadiaturdalamperataruanDesaini. 
p. Ketentuanlebihlanjutmengenai tata carapelaksanaankewajibanpemerintahDesamenyediakanaksesinformasidiaturlebihlanjut pada PeraturanKepalaDesa. 

Bagian Keempat
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 9 
1. PemerintahDesawajibmembukaaksesinformasipublikbagisetiappemohoninformasikecualiinformasi yang dikecualikansebagaimanadiaturdalamPeraturanBupatiNomor24tahun 2017tentangPedomanPengelolaan dan PelayananInformasi dan Dokumentasi.
2. PengeculianInformasiPublikDesadidasarkan pada pengujiantentangkonsekuensi yang timbulapabilasuatuinformasidiberikansertasetelahdipertimbangkandengansaksamabahwamenutupInformasiPublikDesadapatmelindungikepentingan yang lebihbesardaripadamembukanyaatausebaliknya. 
3. Prinsip-prinsipinformasi yang dikecualikanantara lain, ketat, terbatas dan tidakmutlakdengandisertaipertimbangantertulistentangimplikasiinformasidarisisipolitik, ekonomi, sosialbudaya dan pertahanankeamanan. 
4. PengecualianInformasiPublikDesasebagaimanadimaksudpada ayat (2)dibahasdalammusyawarahDesa. 

BAB VI
Media Informasi

Pasal 10
Media InformasiPemerintahDesameliputi :
1.	Media Luar Ruang yang berupa :
a. Baliho
b. Banner 
c. Poster 
d. Pamflet
2. Media Luar Ruang sebagaimanadimaksudayat 1 (satu)  dibuatpermanen dan  ditempatkan pada lokasistrategissehinggamudahdijangkau dan dibaca  oleh penggunainformasiatau Masyarakat Desa. 

Pasal 11
1. Media tekhnologiInformasimeliputi :
a. Website / Blog  
b. NomorTelpon / layanansms
c. Group WhatsApp/Facebook 
2. Media TekhnologiInformasisebagimanaayat 1 (satu) bertujuansebagaialatinteraksi dan komunikasidigital antarapemerintahDesadengan Masyarakat yang bisaberupa saran, kritik, informasi dan aduanataupertanyaan. 

Pasal 12
1. Media tatapmukameliputi :
a. Forum Dialog, Diskusi, RembugDesa dan sebutan Lain. 
b. Sosialisasi
2. Media Tatapmukasebagaimanadimaksudayat (1) sebagaisaranakomunikasiimbalbalikantaramasyarakat dan PemerintahDesasecaralangsung. 
3. Media tatapmukadilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalamsatutahun.

BAB VII
StrukturOrganisasi
PejabatPengelolaInformasi dan DokumentasiDesa

Pasal 13
MekanismepengelolaanInformasi dan dokumentasiDesadilakukan oleh   perorangan dan/ataukelompok yang kemudiandisebutPPIDDesa.  
Pasal 14
PejabatPengelolaInformasi dan DokumentasiDesasebagaimanadimaksud pada Pasal(12) diangkat oleh KepalaDesadengansusunanpengurussebagaiberikut: 
a. KepalaDesasebagaiAtasan PPID;
b. SekretarisDesasebagaiPPID Desa;
c. PerangkatDesasebagaipetugaspelayananinformasi;
d. DalamhalSekretarisDesasebagaimanadimaksud pada ayat (2) berhalanganKepalaDesadapatmenunjuk dan menetapkanPerangkatDesalain.

Pasal 15
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Desa
PPID Desabertanggungjawab di bidanglayananInformasiPublikDesa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayananInformasiPublikDesa. membanguanmengembangkansistempengelolaaninformasi dan dokumentasisecarabaik dan efisien.

Pasal 16
(1) PPID Desabertanggungjawabmengkoordinasikanpenyimpanan dan pendokumentasianseluruhInformasiPublikDesa yang berada di Badan PublikDesa. 
(2) PPID DesadapatberkoordinasidenganPemerintahKabupaten/Kota dalamhalpengelolaanseluruhInformasiPublikDesa. 
(3) Dalamrangkatanggungjawabsebagaimanadimaksud pada ayat (1), PPID bertugasmengkoordinasikanpengumpulanseluruhInformasiPublikDesasecarafisikdarisetiap Badan PublikDesa yang meliputi: 
a. InformasiPublikDesa yang WajibDisediakan dan DiumumkanSecaraBerkala; 
b. InformasiPublikDesa yang WajibTersediaSetiapSaat; dan 
c.	Informasiterbukalainnya yang dimintaPemohonInformasiPublik. 
(4) Dalamrangkatanggungjawabsebagaimanadimaksud pada ayat (1), PPID bertugasmengkoordinasikanpendataanInformasiPublikDesa yang dikuasai oleh setiap Badan PublikDesauntukpembuatan dan pemutakhiran Daftar InformasiPublikDesasetelahdimutakhirkan oleh pimpinanmasing-masing Badan PublikDesa paling sedikit 1 (satu) kali dalamsetahun. 
(5) PenyimpananInformasiPublikDesasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan di bidangkearsipan. 

BAB VIII 
Pelayananinfomasi

Pasal 17
1. Untukmemenuhi dan melayanipermintaan dan kebutuhanpermohonan/penggunaInformasipublik, PPIDDesadapatmelaksanakannyamelalui : 
a. Layananinformasisecaralangsung, yaitulayananinformasipublik yang dikategorikanwajibtersediasetiapsaat. 
b. LayananInformasi Mobile yaitu PPIDDesasecaraaktifmembukalayananInformasimelalui
1) Dialog Interaktif( RembugDesa ) setiap3 bulansekali di BalaiDesaSuruhpukul 19.00  s.dselesai;
2) RembugDesa pada lingkungan RW dan RT jikadiperlukan;
3) SMS Center Hallo Desa. 
c. LayananInformasimelalui media baik online maupuncetak, yaituinformasi yang diumumkansecaraberkalamelalui website resmiPemerintahDesa /melaluiKelompokInformasi Masyarakat. 
2. PenyelenggaraInformasiPemerintahDesa
a. PengelolaanInformasiPublikkhususnyauntukKepalaDesa dan PerangkatDesa, PemerintahDesa dan PemerintahanDesadilaksanakan oleh PPIDDesa. 
b. Pengelolaaninformasipublik pada Lembaga Desadilakukan oleh KelompokInformasiPublik. 
c. PengelolaanInformasiPublikkhususnya situs resmi Website Desadilakukan oleh Kader Pengelola website Desa. 
3. Desk layananinformasiPublik
Untukmemenuhi dan melayanipermintaankebutuhanpemohon/penggunainformasipublik, pejabatpengelolainformasiDokumentasimelalui Desk layananpublikmelakukanlayananlangsung dan melalui media antara lain menggunakantelepon, email, facebook,SMS center dan website. 
4. Waktu pelayananInformasikepadapemohondan/ataupenggunainformasidilakukan pada setiapharikerjaSeninsampaiJumatkecualihariliburdenganjadwalsebagaiberikut :
a. Senin s/d Kamis jam 09.00 WIBsampai dengan14.00 WIB;
b. Jumatjam 09.00 WIBsampai dengan 11.00 WIB.


BAB IX 
PERMOHONAN, KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DESA 

Bagian Kesatu
PermohonanInformasiPublikDesa

Pasal  18
(1)	SetiapPemohonInformasiPublikDesadapatmengajukanpermintaanuntukmemperolehInformasiPublikDesakepada PPID Desasecaratertulisatautidaktertulis. 
(2)	PPID Desawajibmencatatnama dan alamatPemohonInformasiPublikDesa, subjek dan format informasisertacarapenyampaianinformasi yang diminta oleh PemohonInformasiPublikDesa. 
(3) PPID DesawajibmencatatpermintaanInformasiPublikDesa yang diajukansecaratidaktertulis.
(4)	PPID DesawajibmemberikantandabuktipenerimaanpermintaanInformasiPubliksebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupanomorpendaftaran pada saatpermintaanditerima. 
(5) Dalamhalpermintaandisampaikansecaralangsungataumelaluisuratelektronik, nomorpendaftarandiberikansaatpenerimaanpermintaan. 
(6) Dalamhalpermintaandisampaikanmelaluisurat, pengirimannomorpendaftarandapatdiberikanbersamaandenganpengirimaninformasi. 
(7)	PPID Desawajibmenyampaikanpemberitahuantertulis paling lambat 10 (sepuluh) harikerjasejakditerimanyapermintaan, yang berisikan: 
a. informasi yang dimintaberada di bawahpenguasaannyaataupuntidak; 
b.	PPID Desawajibmemberitahukan Badan PublikDesa yang menguasaiinformasi yang dimintaapabilainformasi yang dimintatidakberada di bawahpenguasaannya; 
c. penerimaanataupenolakanpermintaandenganalasan yang tercantumsebagaimanadimaksuddalamPasal 9; 
d. dalamhalpermintaanditerimaseluruhnyaatausebagiandicantumkanmateriinformasi yang akandiberikan; 
e.	dalamhalsuatudokumenmengandungmateri yang dikecualikansebagaimanadimaksuddalamPasal 9, makainformasi yang dikecualikantersebutdapatdihitamkandengandisertaialasan dan materinya; 
f.	alatpenyampai dan format informasi yang akandiberikan; dan/atau
g.	biayasertacarapembayaranuntukmemperolehinformasi yang diminta. 
(8)	Badan Publik yang bersangkutandapatmemperpanjangwaktuuntukmengirimkanpemberitahuansebagaimanadimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) harikerjaberikutnyadenganmemberikanalasansecaratertulis.

Bagian Kedua
Pasal 19
(1)	SetiapPemohonInformasiPublikDesadapatmengajukankeberatansecaratertuliskepadaatasan PPID Desaberdasarkanalasanberikut: 
a. penolakanataspermintaaninformasiberdasarkanalasanpengecualiansebagaimanadimaksuddalamPasal 9; 
b.	tidakdisediakannyaInformasiPublikDesaBerkalasebagaimanadimaksuddalamPasal 3 PeraturanKomisiini; 
c.	tidakditanggapinyapermintaaninformasi; 
d.	permintaaninformasiditanggapitidaksebagaimana yang diminta; 
e.	tidakdipenuhinyapermintaaninformasi; dan/atau
f. 	pengenaanbiaya yang tidakwajar. 
(2)	Penyampaianinformasi yang melebihiwaktu yang diaturdalamPeraturanKomisiini. Alasansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b sampaidenganhuruf g dapatdiselesaikansecaramusyawarah oleh keduabelahpihak. 

Pasal 20
(1) Keberatandiajukan oleh PemohonInformasiPublikDesa paling lambat 30 (tigapuluh) harikerjasetelahditemukannyaalasansebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (1). 
(2)	Atasan PPID DesasebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (1) memberikantanggapanataskeberatan yang diajukan oleh PemohonInformasiPublik paling lambat 30 (tigapuluh) harikerjasejakditerimanyakeberatansecaratertulis. 
(3)	AlasantertulisdisertakanbersamatanggapanapabilaatasanpejabatsebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (1) menguatkanputusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
(4)	Dalamjangkawaktusebagaimanadimaksud pada ayat (2), Atasan PPID dapatmelakukanupayamusyawarahdalammenanggapikeberatanPemohonInformasiPublikDesa

Pasal21
Laporan dan evaluasilayananpublik Badan PublikDesadisampaikankepada: 
a. MusyawarahDesa; 
b. KomisiInformasiProvinsi/Kabupaten/Kota; dan 
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB X
Pembiayaan

Pasal 22
Biaya yang timbulterkaitkegiatanpengelolaaninformasi dan DokumentasiDesadibebankan pada anggaran dan pendapatanbelanjaDesa dan/atausumberpendapatan lain yang sah.  
BAB XI
PENUTUP

Pasal23
1. Ketentuan-ketentuan sebagaimanadimaksuddalamPeraturanDesainimenjadipedomanPemerintahDesaSuruhdalammelaksanakan program PengelolaanInformasi dan DokumentasiDesa, yang dituangkandalam program keterbukaanInformasipublik. 
2. Hal-hal yang belumdiaturdalamPeraturanDesainiakandiaturlebihlanjut pada PeraturanKepalaDesa. 

Pasal 24
PeraturanDesainimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganperaturanDesainidenganpenempatannyadalamBeritaDesa.  	
								Ditetapkan diSuruh
				Pada tanggal 24 November 2019
				KEPALA DESA SURUH
					

				GUNAWA
Diundangkan di	 Suruh					
Pada tanggal 24 November 2019
Sekretaris Desa						
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